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KATA PENGANTAR

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung
atas pencapaian output/suboutput penting kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Badan Peradilan Tingkat
Pertama yang berada di bawahMahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja
dimaksud akan menentukan hasil pencapaian outcome program/output
penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah
Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran
strategis/outcome program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan di bawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana
Strategis(Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2015 - 2019

Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Kota Agung
dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Atas nama pimpinan
kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai dan
karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Agung serta
semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah
SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

Kota Agung, Februari 2019
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan reformasi
birokrasi serta dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden nomor 29 tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:
1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian
LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Dengan adanya surat tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Kota Agung
sebagai kawal depan Mahkamah Agung di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus
dan Kabupaten Pringsewu untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya
berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota
Agung tahun 2018.

Penyusunan LKJIP intinya adalah melaporkan hasil “Pencapaian Kinerja”
selama tahun 2018 yang diukur dengan membandingkan “Rencana Kinerja” tahun
2018 yang telah ditetapkan secara utuh mengacu pada “Rencana Strategis”
Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun 2015-20109.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan
Negeri Kota Agung, telah disusun dan ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang
didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Kota Agung Tahun
Anggaran 2018 dengan total pagu anggaran sebesarRp 3.885.291.000,- (tiga
miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan
diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan
Negeri Kota Agung selama tahun 2018. Adapun pengukuran pencapaian Kinerja
dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan
pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran,




diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum

tercapainya target yang diinginkan.




BAB | PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah
satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah
satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan
selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LK;jIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian
program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan
pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada
dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh
Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan
Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian
tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan
Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa “Peradilan
umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

keadilan pada umumnya™.




Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Kota Agung merupakan
Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini
juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang
diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan
menyampaikan laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan
kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri
Kota Agungdalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian
tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja
yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa
Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas
Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip
partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan
kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta
profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi
dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui
program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi,
dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agungmerupakan
kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12
November 2018 dan sesuai Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.
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B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Kota Agung berdiri, berfungsi dan terpisah dari
Pengadilan induknya yakni Pengadilan Negeri Kalianda sejak Bulan Oktober
2005 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 20 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan
Pengadilan negeri Siak Sri Indrapura yang ditandatangani dan ditetapkan oleh DR.
H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, Presiden RI di Jakarta pada tanggal 27
Juli 2005.

1. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai badan yang melaksanakan
Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan Lembaga Penegak Hukum di wilayah
hukum di 2 Kabupaten yaitu: Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu,
dalam melaksanakan tugasnya, terlepas dari pengaruh Pemerintah dan eksternal
lainnya, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan peradilan sesuai Undang-
Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang
No. 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung.

2. Fungsi :

Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai lembaga peradilan di Kabupaten
Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu mempunyai 6 (enam) fungsi utama
organisasi yaitu:

a. Fungsi Peradilan
1) Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Pengadilan Negeri Wilayah di
Provinsi Lampung, merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas
membina kepastian dalam penerapan hukum melalui putusan tingkat
pertama untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh
wilayah Provinsi Lampung diterapkan secara adil, tepat dan benar.

2) Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan memutus pada

tingkat pertama dan terakhir sengketa tentang kewenangan mengadili




1)

2)

antarpengadilan negeri didaerah hukumnya (Pasal 33 Undang-undang No.
3 Tahun 2009);

Fungsi Pembinaan

Pengadilan Tinggi memberikan pengarahan yang berada di wilayah
hukumnya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan,
administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan

pembangunan.

Fungsi Pengawasan

Pengadilan Negeri Kota Agung melakukan pengawasan tentang
pelaksanaan tugas teknis Keperkaraan (Yudisial) dan administrasi (Non
Yudisial).

Pengadilan Negeri Kota Agung juga melakukan pengawasan internal

dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Fungsi Nasihat.

1) Pengadilan Negeri Kota Agung dapat memberi nasihat-nasihat atau

pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Instansi

Lainnya.

2) Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang meminta keterangan dari dan

memberi petunjuk kepada pengadilan dibawahnya dalam rangka
pelaksanaan ketentuan Undang-undang No: 48 tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman (Pasal 38 Undang-undang No. 3 Tahun 2009).

e. Fungsi Administratif

1)

2)

Pengadilan Negeri Kota Agung menyelenggarakan administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan
tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung

jawab, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Kota Agung




(Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman).

f. Fungsi Lain-lain.
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2
ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 serta Pasal 39 Undang
undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan

kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI
Bagan Organisasi pada Pengadilan NegeriKota Agung Berdasarkan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari:

1. Ketua
Wakil Ketua
Hakim
Panitera

Sekretaris
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Panitera Muda, terdiri dari:
a. Panitera Muda Hukum
b. Panitera Muda Pidana
c. Panitera Muda Perdata
7. Kepala Sub Bagian, terdiri dari:
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
8. Kelompok Fungsional Kepaniteraan, terdiri dari:
a. Panitera Pengganti
b. Jurusita
c. Jurusita Pengganti
9. Pelaksana (Staf)

g



Struktur organisasi secara rinci tergambar pada gambar di bawah ini:

Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Agung

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG
Februan 2016
=

Subbagian Subbagan
Paritera Muda Panitera Muda Paniera Muda Petencanaan, Kepegawalan
Pendata Fidana Hukum Teknologi informasi Organisasi dan Tata
dan Pelaporan Laksana

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsiona

- Panitera Pengganti
- Juru Sital Juru Sita Pengganti
- Pranala Peradilan

- Fungsional Arsipans

- Pustakawan

- Pranata Komputer

- Fungsional Bendahar

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mendeskripsikan pencapaian
kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung dalam tahun anggaran 2018, dengan

bentuk sajian seperti berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF, menguraikan rangkuman atau penjelasan singkat
mengenai isi dari LKjIP Pengadilan Negeri Kota Agungtahun 2018.

BAB |I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang
Pengadilan Negeri Kota Agungdan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain:a.
Latar Belakang; b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi; c. Struktur Organisasi; dan d.
Sistematika Penyajian.




BAB II. Perencanaan Kinerja, menguraikan perencanaan dan penetapan Kinerja
serta program kerja Pengadilan Negeri Kota Agungdalam tahun anggaran 2018
yang berisikan antara lain:a. Rencana Strategis; yang mendeskripsikan tentang
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta Program Utama dan Kegiatan
Pokok; b. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Kota
AgungTahun 2018.

BAB I11. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan
Negeri Kota Agung yang terdiri dari: a. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kota
Agung dan;b. Realisasi Anggaran.

BAB IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang
kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan Kinerja
Pengadilan Negeri Kota Agungdi masa yang akan datang, yang berisikan antara

lain; a. Kesimpulan; b. Saran.

Lampiran, yang berisi antara lain: 1.Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, 2.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Tahun 2019, 3. SK Tim
Penyusunan LK]jIP tahun 2018, 4. Dokumentasi Penyusuan LKjIP tahun 2018.

.



BAB Il PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Pengadilan Negeri Kota Agungsebagai lembaga Peradilan Umum yang
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam wilayah hukum Kabupaten
Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu dapat menetapkan visi dan misi yang
sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah wilayah hukumnya.
Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Negeri Kota Agungtahun 2015-2019 yang menjadi frame atau visionable dari
kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung, yang lingkupnya
dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Negeri Kota Agung2015-2019merupakan komitmen bersama dalam
menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram
secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan
terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai
efektivas dan efesiensi sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

1. Visi Pengadilan Negeri Kota Agung
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Kota Agung. Visi Pengadilan Negeri Kota Agung mengacu
pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum adalah sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG YANG
AGUNG”.




2. Misi Pengadilan Negeri Kota Agung
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi
Pengadilan Negeri Kota Agung, adalah:
e Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat , dan biaya ringan;
e Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
e Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
e Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif
dan efisien.
e Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan

standar.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagai wujud dalam mengimplementasikan pernyataan visi yang akan
dicapai atau dihasilkan, maka perlu diuraikan dalam bentuk tujuan strategis
sebagaimana termuat di dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Agung,
sebagai berikut:
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
2. Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel.
3. Mewujudkan badan peradilan yang mudah diakses oleh pencari keadilan.
4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis tersebut, Pengadilan Negeri
Kota Agung akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh
organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai
dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana
visi dan misi organisasi telah mampu dicapai mengingat tujuan strategis yang
dirumuskan adalah berdasarkan dari visi dan misi Pengadilan Negeri Kota Agung.

Adapun isu strategis lembaga peradilan yang nampak di muka publik
adalah penuntasan tunggakan perkara yang menjadi kewenangan lembaga

peradilan secara umum dan Pengadilan Negeri Kota Agung secara khusus,
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sehingga tujuan strategis diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut. Dalam

rangka untuk mencapai tujuan strategis,Pengadilan Negeri Kota Agungberupaya:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agungagar
lebih efektif dan efesien;

2. Meningkatkan kinerja dan transparansi Pengadilan Negeri Kota Agung;

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Kota
Agung.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam
waktu yang lebih pendek dari pada tujuan dan merupakan penjabaran dari tujuan
secara terukur. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan
Negeri Kota Agung, adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan
hubungan kausalitas antaraTujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
selama tahun 2015 — 2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

Mewujudkan Terwujudnya Proses 1. Prosentase sisa perkara yang
peradilan yang Peradilan yang Pasti, diselesaikan

sederhana, cepat, Transparan dan 2. Prosentase perkara yang

biaya ringan dan Akuntabel diselesaikan tepat waktu
transparan 3. Prosentase penurunan sisa Perkara

4. Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum

5. Persentase Perkara Pidana Anak
yang Diselesaikan dengan Diversi

6. Index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan
peradilan




Meningkatanya

Peningkatan

1. Persentase Isi putusan yang diterima

administrasi Efektivitas oleh para pihak tepat waktu

perkara yang Pengelolaan 2. Persentase Perkara yang

efektif, efisien, dan | Penyelesaian Perkara Diselesaikan melalui Mediasi

Akuntabel 3. Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan secara lengkap dan
tepat waktu

4. Persentase putusan yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1
hari sejak diputus

Mewujudkan Meningkatnya Akses 1. Persentase Perkara Prodeo yang

badan peradilan Peradilan bagi diselesaikan

yang mudah Masyarakat Miskin 2. Persentase Perkara yang

diakses oleh dan Terpinggirkan diselesaikan di luar Gedung

pencari keadilan

Pengadilan

3. Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan

Meningkatnya
Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata
yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Keempatsasaran tersebut merupakan sasaran strategis yang akan dicapai

oleh PengadilanNegeri Kota Agung dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Sasaran

strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kota Agung untuk

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program

dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

=



B. PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG
TAHUN 2018

e Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Pengadilan Negeri Kota Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
dan telah dilakukan reviu terakhir pada tahun 2017yaitu:




Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Kota Agung

PENANGGUNG
\[0] KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN JAWAB SUMBER DATA
1. | Terwujudnya a. Persentase sisa Panitera Laporan Bulanan
. Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan ~ x 100%
erkara yan dan
Proses Pe.radllan giselesai)ll(ang' Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaiakan Laporan Tahunan
yang Pasti, ' P
Transparan dan - Perdata Catatan -
Akuntabel - Pidana Sisa perkara: sisa perkaratahun sebelumnya
b. Persentase Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan x 100% Panitera Laporan Bulanan
perkara yang Jumlah Perkara yang Ada dan
diselesaikan Catatan : Laporan Tahunan
) e perbandinganjumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang
tepat waktu: harus diselesaikan(sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun
- Perdata berjalanditambah sisa perkara tahun sebelumnya
- Pidana e Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun
berjalan




dengan Diversi

Catatan:

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan,
melainkan sebagai korban

c. Persentase Tn.l-Tn  x100% Panitera Laporan Bulanan
penurunan sisa .1 dan
perkara: Laporan Tahunan

Tn = Sisa perkara tahun berjalan
- Perdata Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
- Pidana
Catatan:
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
Persentase Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum X 100% Panitera Laporan Bulanan
perkara yang Tidak Jumlah Putusan Perkara dan
Mengajukan Laporan Tahunan
Upaya Hukum : Catatan :
« Banding e Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
. Kasasi e  Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka
PK semakin puas atas putusan pengadilan
[ ]
Persentase Panitera Laporan Bulanan
Perkara Pidana Jumlah Perkara Pidan Anak yang Diselesaikan secara Diversi x 100% dan
Anak yang Jumlah Perkara Pidana Anak Laporan Tahunan
Diselesaikan




Index rgspon_den Index Kepuasan Pencari Keadilan Panitera Laporan
pencari keadilan Semesteran dan
yang puasterhadap | c,iatan - Laporan Tahunan
layanan peradilan | pErMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang
Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah sesuaiPeraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014
Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Peningkatan . Persentase Isi Jumlah Isi Putusan yang Diterima tepat Waktu X 100% Panitera Laporan Bulanan
Efektivitas Putusan Yang Jumlah Putusan dan
Diterima oleh para Laporan Tahunan
Pengelolaan pihak Tepat Waktu
Penyelesaian . Persentase Perkara | Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi ~ x 100% Panitera Laporan Bulanan
Perkara yang Diselesaikan Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi dan
melalui Mediasi Laporan Tahunan
Catatan :
Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
. Persentase berkas . _ Panitera Laporan Bulanan
K Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Banding, P d
per ara yang . Kasasi dan PK Secara Lengkap X 100% an
diajukan Banding, | jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Laporan Tahunan
Kasasi dan PK Kasasi dan PK
secara lengkap dan
tepat waktu
Persentase putusan Jumlah Putusan Perkara Tioik Panitera Laporan Bulanan
perkara yang umlah Putusan Perkara Tipikor yang, 100 dan

menarik perhatian
masyarakat yang

di Upload dalam Website
Jumlah Perkara Tipikor yang diputus

Laporan Tahunan
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dapat diakses
secara online
dalam waktu 1 hari
setelah diputus

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

a. Persentase Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan X 100% Panitera Laporan Bulanan
Perkara Prodeo Jumlah Perkara Prodeo dan
ang diselesaikan | S2atan: Laporan Tahunan
yang Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi P
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
b. Persentase Jumlah Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan X 100% Panitera Laporan Bulanan
Perkara yang Jumlah Perkara yang Seharusnya Diselesaikan di Luar dan
. ; . P il
diselesaikan di Gedung Pengadilan Laporan Tahunan
luar Get_:iung Catatan :
Pengadilan e Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
¢ Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor
pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
c. Persentase Panitera Laporan Bulanan

Pencari Keadilan
Golongan
Tertentu yang
Mendapat
Layanan Bantuan
Hukum
(Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukumx 100%
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Catatan :

e PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

¢ Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)

dan
Laporan Tahunan




Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase Putusan
Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti

Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT

Catatan :
BHT: Berkekuatan Hukum Tetap

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
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e Rencana Kinerja Tahun 2018

RencanaKinerjaTahun2018PengadilanNegeri Kota Agung
memuatangkatarget kinerja tahun 2018untukseluruhindikatorkinerjayang
adapadatingkatsasarandan kegiatan.Angka
targetkinerjainiakanmenjadikomitmenyang harusdicapaidalam

periodetahun2018.Selain itu,dokumenRencanaKinerjatersebutmenjadi
dasar bagipenetapan kesepakatantentang
kinerjayangakandiwujudkanoleh organisasi (performanceagreement)atau
lebihdikenal sebagaiPenetapanKinerja.

Tabel Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung 2018

S""S""ra’.‘ Indikator Kinerja Utama
Strategis
1. [Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
Peradilan yang Pasti, - Perdata 100%
Transparan dan Akuntabel - Pidana 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu:
Perdata 87%
Pidana 87%
c. Persentase penurunan sisa perkara:
Perdata 4.7%
Pidana 29%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum :
Banding
- Perdata 93%
- Pidana 100%
Kasasi
- Perdata 95%
- Pidana 100%
PK
- Perdata 100%
- Pidana 100%




e. Persentase Perkara Pidana Anak yang 4.70%
Diselesaikan dengan Diversi
f. Index responden pencari keadilan yang puas 90%
terhadap layanan peradilan
Peningkatan Efektivitas [a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para 100%
Pengelolaan Penyelesaian pihak Tepat Waktu
Perkara b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui 14%
Mediasi
c. Persentase berkas perkara yang diajukan 100%
Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat
waktu
d. Persentase putusan perkara yang menarik 100%
perhatian masyarakat yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari setelah diputus
Meningkatnya Akses a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 100%
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan |b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar 100%
Terpinggirkan Gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 100%
yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata yang 100%
Kepatuhan Terhadap Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Putusan Pengadilan

Jumlah anggaran Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan

Administrasi (01) dan Badan Peradilan Umum (03) tahun anggaran 2018 sebesar

Rp. 3.905.906.000 (tiga miliar sembilanratus lima juta sembilan ratus enam ribu

rupiah), dengan rincian program yang akan dilaksanakan tercantum dalam tabel

sebagai berikut:

R

1. | Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Rp. 3.402.220.000,-
Badan Urusan Administrasi
2. | Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Rp.  375.400.000,-
Mahkamah Agung
3. | Peningkatan manajemen Peradilan Umum Rp. 128.286.000,-
Jumlah Rp. 3.905.906.000,-




BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahunan 2018, 4 (empat) sasaran tersebut
selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator Kinerja,
realisasi pada akhir tahun 2018 sebagai berikut:

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun
2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja
Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018.

realisasi

Capaian = ————x 100%
target

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat
diilustrasikan dalam tabel berikut:

TabelCapaian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama Realisasi = Capaian

1. [Terwujudnya Prosesja. Persentase sisa perkara yang

Peradilan yang diselesaikan : 100% 100.00% 100%
Pasti, Transparan - Perdata 100% 100.00% 100%
dan Akuntabel - Pidana

b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu:

Perdata 87% 87.04% 100.04%

Pidana 87% 88.76% 102.02%
c. Persentase penurunan sisa perkara:

Perdata 4.7% 22.22% | 472.81%

Pidana 29% -290% 0%




d. Persentase perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum :
Banding
- Perdata 93% 91.49% 98.38%
- Pidana 100% 99.35% 99.35%
Kasasi
- Perdata 95% 95.74% 100.78%
- Pidana 100% 99.68% 99.68%
PK
- Perdata 100% 100.00% 100%
- Pidana 100% 100.00% 100%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang 4.70% 3.13% 66.49%
Diselesaikan dengan Diversi
f. Index responden pencari keadilan yang 90% 92.63% 102.92%
puas terhadap layanan peradilan
Peningkatan a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima 100% 100.00% 100%
Efektivitas oleh para pihak Tepat Waktu
Pengelolaan b. Persentase Perkara yang Diselesaikan 14% 8.33% 59.52%
Penyelesaian melalui Mediasi
Perkara c. Persentase berkas perkara yang 100% 100.00% 100%
diajukan Banding, Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan perkara yang 100% 100.00% 100%
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah diputus
Meningkatnya a. Persentase Perkara Prodeo 100% 100.00% 100%
Akses Peradilan yang diselesaikan
bagi Masyarakat |b. Persentase Perkara yang diselesaikan 100% 100.00% 100%
Miskin dan di luar Gedung Pengadilan
Terpinggirkan
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100% 100.00% 100%
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata 100% 100% 100%

Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
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Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun
2018 secara umum Pengadilan Negeri Kota Agung dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi telahdapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari
pencapaian sebagian besar target indikator Kinerja sasaran strategis yang telah
ditetapkan akan dicapai pada tahun 2018. Namun demikian disisi lain di point
persentase penurunan sisa perkara terdapat kenaikan yang sangat besar ini
disebabkan perkara masuk di akhir tahun (bulan Desember 2018)tinggi yaitu
30 perkara. Pengadilan telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja
tahun 2018, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada
Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja
Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018 mengacu pada indikator Kinerja utama
sebagaimana tertuang dalam tabel di atas. Adapun jumlah perkara yang ditangani
dalam tahun 2018 sebagaimana terlihat dalam tabel rekapitulasi perkara di bawah
ini:

Tabel Rekapituasi Perkara Tahun 2018

Tahun 2018
Sisa Rasio Ban  Kas
Perkara Tahun Masuk Putus Penanganan Sisa : .
ding asi
Lalu Perkara

1 | Gugatan 9 16 22 137.50% 3 4 2 0 1 0

2 | Permohonan 0 27 25 92.59% 2 0 0 0 0 0

3 | Kepailitan 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0

4 Penundaan Kewajiban 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
Pembayaran Utang
Hak Kekayaan 0

> intelektual 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
Pengadilan Hubungan 0

6 Industrial 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
Perlawanan/Bantahan

0,

7 (derden verzet) 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0
Gugatan Sederhana 0 2 0 0.00% 2 0 0 0 0 0
Pidana Biasa 10 296 269 90.88% 37 2 1 0 0 0

10 | Pidana Singkat 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
11 | Pidana Cepat 0 7 7 100.00% 0 0 0 0 0 0




12 | Perkara Lalu-Lintas 0 8067 8067 100.00% 0 0 0 0 0
13 | Pidana Anak 0 32 30 93.75% 2 0 0 0 0 0
14 | Pidana Praperadilan 0 2 2 100.00% 0 0 0 0 0 0
I;’ltj‘_'l ii'faasr;a (TanpaPidana |,y | 357 | 308 | o130% |39 | 2 | 1| 0| o 0
Total Perdata 9 45 47 104.44% 5 4 2 0 1 0

Tabel Rekapituasi Perkara Pidana Biasa Tahun 2018

Pidana Biasa
Sisa Rasio _ Ban  Kas
Bulan Masuk Putus Penanganan Sisa ding :
Lalu Perkara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 | Januari 10 21 8 38.10% 23 0 0 0 0 0
2 | Pebruari 23 22 22 | 100.00% 23 0 1 0 0 0
3 | Maret 23 16 25 156.25% 14 0 0 0 0 0
4 | April 14 14 10 71.43% 18 0 0 0 0 0
5 | Mei 18 46 25 54.35% 39 0 0 0 0 0
6 | Juni 39 0 11 0.00% 28 0 0 0 0 0
7 | Juli 28 23 32 139.13% 19 0 0 0 0 0
8 | Agustus 19 25 23 92.00% 21 2 0 0 0 0
9 | September 21 35 10 28.57% 46 0 0 0 0 0
10 | Oktober 46 39 28 71.79% 57 0 0 0 0 0
11 | November 57 25 40 | 160.00% 42 0 0 0 0 0
12 | Desember 42 30 35| 116.67% 37 0 0 0 0 0
Jumlah 296 269 90.88% 367 2 1 0 0 0

Tabel Rekapituasi Perkara Pidana Anak Tahun 2018

Pidana Anak

Sisa Rasio _ Ban  Kas

Bulan Masuk Putus Penanganan Sisa . ;

Lalu Perkara i) e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 | Januari 0 1 0 0.00% 1 0 0 0 0 0
2 | Pebruari 1 2 2 | 100.00% 1 0 0 0 0 0
3 | Maret 1 6 4 66.67% 3 0 0 0 0 0
4 | April 3 2 3 150.00% 2 0 0 0 0 0
5| Mei 2 5 4 80.00% 3 0 0 0 0 0
6 | Juni 3 0 3 0.00% 0 0 0 0 0 0
7 | Juli 0 3 1 33.33% 2 0 0 0 0 0




Agustus 2 6 7| 116.67% 1 0 0 0 0 0
September 1 1 2 | 200.00% 0 0 0 0 0 0
10 | Oktober 0 1 0 0.00% 1 0 0 0 0 0
11 | November 1 3 1 33.33% 3 0 0 0 0 0
12 | Desember 3 2 3 150.00% 2 0 0 0 0 0
Jumlah 32 30 93.75% 19 0 0 0 0 0

Tabel Rekapituasi Perkara Pidana Singkat Tahun 2018

Pidana Singkat
Bulan Masuk Putus Penanganan
Lalu Perkara

1 | Januari 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
2 | Pebruari 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
3 | Maret 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
4 | April 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
5| Mei 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
6 | Juni 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
7 | Juli 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
8 | Agustus 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
9 | September 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
10 | Oktober 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
11 | November 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
12 | Desember 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0

Tabel Rekapituasi Perkara Pidana Cepat Tahun 2018

Pidana Cepat
Sisa Rasio _ Ban  Kas
Bulan Masuk Putus Penanganan Sisa . ;
Lalu Perkara ey | &8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 | Januari 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
2 | Pebruari 0 1 1| 100.00% 0 0 0 0 0 0
3 | Maret 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
4 | April 0 1 1 100.00% 0 0 0 0 0 0
5 | Mei 0 1 1 100.00% 0 0 0 0 0 0
6 | Juni 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
7 | Juli 0 1 1 100.00% 0 0 0 0 0 0
N




Agustus 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
September 0 1 1| 100.00% 0 0 0 0 0 0
10 | Oktober 0 1 1 100.00% 0 0 0 0 0 0
11 | November 0 1 1| 100.00% 0 0 0 0 0 0
12 | Desember 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
Jumlah 7 7 100.00% 0 0 0 0 0 0

Tabel Rekapituasi Perkara Perkara Lalu-lintas Tahun 2018
Perkara Lalu-Lintas

Bulan Masuk Putus Penanganan

Lalu Perkara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 | Januari 0 924 675 73.05% 249 0 0 0 0 0
2 | Pebruari 249 482 731 151.66% 0 0 0 0 0 0
3 | Maret 0 305 305 100.00% 0 0 0 0 0 0
4 | April 0| 411| 411| 100.00% 0 o] o] o 0 0
5| Mei 0 1328 | 1328 100.00% 0 0 0 0 0 0
6 | Juni 0 311 311 100.00% 0 0 0 0 0 0
7 | Juli 0 427 427 100.00% 0 0 0 0 0 0
8 | Agustus 0 680 680 100.00% 0 0 0 0 0 0
9 | September 0 660 660 | 100.00% 0 0 0 0 0 0
10 | Oktober 0 509 509 100.00% 0 0 0 0 0 0
11 | November 0 2030 | 2030 100.00% 0 0 0 0 0 0
12 | Desember 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
Jumlah 8067 | 8067 100.00% 249 0 0 0 0 0

Tabel Rekapituasi Perkara Perdata Gugatan Tahun 2018

Perdata Gugatan
Sisa Rasio _ Ban  Kas
Bulan Masuk Putus Penanganan Sisa . ;
Lalu Perkara ey | &8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 | Januari 9 0 1 0.00% 8 1 0 0 0 0
2 | Pebruari 8 2 2 | 100.00% 8 1 1 0 0 0
3 | Maret 8 2 4 200.00% 6 1 0 0 0 0
4 | April 6 1 0 0.00% 7 0 0 0 0 0
5 | Mei 7 3 4 133.33% 6 0 0 0 0 0
6 | Juni 6 1 0 0.00% 7 1 0 0 0 0
7 | Juli 7 0 2 0.00% 5 0 0 0 0 0
a




Agustus 5 0 3 0.00% 2 0 1 0 0 0
September 2 5 1 20.00% 6 0 0 0 0 0
10 | Oktober 6 1 3 300.00% 4 0 0 0 1 0
11 | November 4 1 1| 100.00% 4 0 0 0 0 0
12 | Desember 4 0 1 0.00% 3 0 0 0 0 0
Jumlah 16 22 137.50% 66 4 2 0 1 0

Tabel Rekapituasi Perkara Perdata Permohonan Tahun 2018

Perdata Permohonan
Sisa Rasio _ Ban  Kas
Bulan Masuk Putus Penanganan Sisa . . PK
Lalu Perkara i) e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 | Januari 0 4 4 100.00% 0 0 0 0 0 0
2 | Pebruari 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
3 | Maret 0 5 2 40.00% 3 0 0 0 0 0
4 | April 3 1 4 400.00% 0 0 0 0 0 0
5 | Mei 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
6 | Juni 0 1 0 0.00% 1 0 0 0 0 0
7 | Juli 1 5 5 100.00% 1 0 0 0 0 0
8 | Agustus 1 3 4| 133.33% 0 0 0 0 0 0
9 | September 0 3 3| 100.00% 0 0 0 0 0 0
10 | Oktober 0 1 1 100.00% 0 0 0 0 0 0
11 | November 0 1 1 100.00% 0 0 0 0 0 0
12 | Desember 0 3 1 33.33% 2 0 0 0 0 0
Jumlah 27 25 92.59% 7 0 0 0 0 0

Tabel Rekapituasi Perkara Perdata Gugatan SederhanaTahun 2018

Perdata Gugatan Sederhana

Sisa Rasio _ Ban

Bulan Masuk Putus Penanganan Sisa .

Lalu Perkara el
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 | Januari 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
2 | Pebruari 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
3 | Maret 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
4 | April 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
5 | Mei 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
6 | Juni 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
7 | Juli 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
8 | Agustus 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
9 | September 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0

a




10 | Oktober 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
11 | November 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0
12 | Desember 0 2 0 0.00% 2 0 0 0 0 0

Jumlah 2 0 0.00% 2 0 0 0 0 0

Pada akhir tahun 2018 Pengadilan Negeri Kota Agung telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja

sesuai sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ini
diukur berdasarkan 6 (enam) indikator Kkinerja utama yang telah ditargetkan
dengan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung tahun 2018

yangtercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Utama Realisasi

1. [Terwujudnya Proses |a. Persentase sisa perkarayang

Peradilan yang Pasti, diselesaikan : 100% 100.00% 100%
Transparan dan - Perdata 100% 100.00% 100%
Akuntabel - Pidana

b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu:

Perdata 87% 87.04% 100.04%

Pidana 87% 88.76% 102.02%
c. Persentase penurunan sisa perkara:

Perdata 4.7% 22.22% 472.81%

Pidana 29% -290% 0%
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d. Persentase perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum :
Banding
- Perdata 93% 91.49% 98.38%
- Pidana 100% 99.35% 99.35%
Kasasi
- Perdata 95% 95.74% 100.78%
- Pidana 100% 99.68% 99.68%
PK
- Perdata 100% 100.00% 100%
- Pidana 100% 100.00% 100%

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang 4.70% 3.13% 66.49%
Diselesaikan dengan Diversi

f. Index responden pencari keadilan yang 90% 92.63% 102.92%
puas terhadap layanan peradilan

Analisis keenam indikator kinerja sasaran strategis pertama ini sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan;

TabelTarget dan Realisasi Kinerja Persentase Sisa Perkara yang
DiselesaikanTahun 2018

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata 100% 100.00% 100%
- Pidana 100% 100.00% 100%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang

Diselesaikan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator

Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:




y

-

- Target Persentase sisa perkara perdatayang diselesaikan tahun
2018adalah 100%, sisa perkaraperdata tahun 2017 adalah 9 perkara
terdiri dari 9 perkara perdata gugatan, sisa perkara perdatatahun 2017
yang diselesaikan di tahun 2018 ada 9 perkara. Berdasarkan rekapitulasi

tersebut diperoleh:

e hal

- Target Persentase sisa perkara pidanayang diselesaikan tahun
2018adalah 100%o, sisa perkara tahun pidana 2017 adalah 10 perkara

terdiri dari 10 perkara pidana biasa, sisa perkara pidana tahun 2017

yang diselesaikan di tahun 2018 ada 10 perkara. Berdasarkan

rekapitulasi tersebut diperoleh:

e R

Perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018

dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

E



Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Sisa Perkara
yang Diselesaikan Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian
Perkara %) %)

- Perdata 100% 100% 100%

2018 | _ pidana 100% 100% 100%
~ Perdata 100% 100% 100%

2017 | _ pidana 100% 100% 100%
~ Perdata 100% 100% 100%

2016 | . pidana 100% 100% 100%
~ Perdata 100% 100% 100%

2015 | _ pidana 100% 100% 100%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan CapaianSisa Perkara
yang Diselesaikan Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun Perkara Sisa Diselesaikan
Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan
- Perdata 9 9
2018 . pidana 10 10
- Perdata 15 15
2017 | . pidana 37 37
- Perdata 66 66
2016 | . pidana 44 44
- Perdata 6 6
2015 . pidana 37 37

Grafik Perbandingan CapaianSisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2018
dengan Tahun Sebelumnya
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Realisasi kinerja dan capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan
tahun 2018 baik pidana maupun perdata jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya dapat dikatakan meningkat hal ini dapat dilihat dari
persentase realisasi dan capaian baik tahun 2018 maupun tahun
sebelumnya adalah 100% yang merupakan persentase tertinggi dari
realisasi dan capaian.

Perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018
dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Jangka
Menengah (2015-2019)

Tujuan Target
! ! e Jangka
Uraian Indikator kinerja Menengah
1 Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Peradilan yang Pasti, - perdata 100%
Transparan dan Akuntabel - pidana 100%

Realisasi kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018
baik pidana maupunperdata jika dibandingkan dengan target jangka
menengah sama yaitu 100%, ini berarti target jangka menengahpada
tahun 2018 sudah tercapai.
- Analisa keberhasilan realisasi dan capaian kinerjapersentase sisa
perkara perdata yang diselesaikan tahun 2018 dikarenakan perkara
perdata yang masuk dapat diselesaikan di bawah satu tahun.

- Analisa keberhasilan realisasi dan capaian Kinerja persentase sisa
perkara pidana yang diselesaikan tahun 2018 dikarenakan
persidangan perkara pidana dilaksanakan dengan tepat waktu.

Penggunaan sumber daya manusia yang ada dalam hal ini Hakim dan
Panitera Pengganti sudah sangat tepat hal ini dapat dilihat dari




keberhasilan capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun
2018 baik perkara pidana maupun perdata.

Program/kegiatan penunjang yang ada sudah dapat menunjang
keberhasilan capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun
2018 baik perkara pidana maupun perdata.

b. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan
Tepat Waktu Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Perdata 87% 87.04% 100.04%
- Pidana 87% 88.76% 102.02%

Untuk Rincian capaian indikator Kkinerja Persentase Perkara yang
Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator
Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

- Target persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun
2018 adalah 87%, jumlah perkara perdatayang ada tahun 2018 adalah
54 perkara terdiri dari 9 perkara sisa tahun 2017 dan 45 perkara yang
masuk tahun 2018, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan tahun
2018 ada47 perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:

E



- Target persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun
2018 adalah 87%, jumlah perkara pidanayang ada tahun 2018 adalah
347 perkara terdiri dari 10 perkara sisa tahun 2017 dan 337 perkara
yang masuk tahun 2018, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan
tahun 2018 ada 308 perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut

diperoleh:

Perbandingan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun

2018 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara yang
Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian
Perkara %) %)

- Perdata 87% 87.04% 100.04%

2018 | _ pidana 87% 88.76% 102.02%
_ Perdata 84% 84.48% 100.57%

2017 | _ pidana 84% 97.98% 116.65%
~ Perdata 81% 66.67% 82.03%

2016 | . pidana 81% 88.06% 108.72%
~ Perdata 79% 82.35% 104.24%

2015 | _ pidana 79% 86.90% 110.01%

E




Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan CapaianSisa Perkara
yang Diselesaikan Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

: Yang
Tahun Perkara sl PO Ma AL Diselesaikan
Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan .
Tahun Berjalan
- Perdata 9 45 47
2018 . pidana 10 337 308
- Perdata 15 43 49
2017 | . pidana 37 459 486
- Perdata 6 39 30
2016 | _ pidana 44 266 273
- Perdata 6 28 28
2015 . pidana 37 299 292

Grafik Perbandingan Realisasi PersentaseSisa Perkara yang Diselesaikan
Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya
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- Realisasi kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan
tepat waktu tahun 2018 meningkat.

- Realisasi kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu tahun 2018 menurun.

- Capaian kinerja persentase perkara perdata dan pidana yang
diselesaikan tepat waktu tahun 2018 berhasil (perdata
100.04%, pidana 102.02%b).
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Perbandingan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

tahun 2018 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
Jangka Menengah (2015-2019)

Tujuan Target
! ! L Jangka
Uraian Indikator kinerja Menengah
1. Terwujudnya Proses b.Persentase perkara yang diselesaikan

Peradilan yang Pasti, tepat waktu Persentase sisa perkara

Transparan dan yang diselesaikan

Akuntabel - perdata 90%
- pidana 90%

Realisasi Kkinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat

waktutahun 2018 baik perdata maupun pidana jika dibandingkan

dengan target jangka menengah dapat dikatakan belum tercapai (perdata
87.04%, pidana 88.76%).

Analisa peningkatanrealisasikinerja persentase perkara perdata
yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018dikarenakan sisa
perkara perdatatahun lalu (2017) relatif lebih sedikit
dibandingkan sisa perkara perdata tahun 2016.

Analisa penurunan realisasi kinerja persentase perkara pidana
yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018 dikarenakan sisa
perkara pidana tahun lalu (2017) relatif lebih banyak
dibandingkan sisa perkara pidana tahun 2016.

Analisa keberhasilan capaian kinerja persentase perkara pidana
dan perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018
dikarenakan tingkat disiplin dalam melaksanakan persidangan
meningkat.

Penggunaan sumber daya manusia yang ada dalam hal ini Hakim dan

Panitera Pengganti sudah sangat tepat hal ini dapat dilihat dari
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keberhasilan capaian kinerja persentase perkara pidana dan perdata
yang diselesaikan tepat waktubaik perkara pidana maupun perdata.

Program/kegiatan penunjang yang ada sudah dapat menunjang
keberhasilan capaian kinerja persentase perkara pidana dan perdata
yang diselesaikan tepat waktu baik perkara pidana maupun perdata.

C. Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara

Tahun 2018
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
_ Perdata 4.7% 22.22% 472.81%
- Pidana 29% -290.00% 0%

Untuk Rincian capaian indikator kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara
tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator
Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

Y

.

- Target persentase penurunan sisa perkara perdatatahun 2018 adalah
4.7%, jumlah sisa perkara perdata tahun 2017 adalah 9 perkara, sisa

perkara perdatatahun 2018adalah 7 perkara. Berdasarkan rekapitulasi
tersebut diperoleh:

E



- Target persentase penurunan sisa perkara pidanatahun 2018 adalah
29%, jumlah sisa perkara pidanatahun 2017 adalah 10 perkara, sisa
perkara perdata tahun 2018 adalah 39 perkara. Berdasarkan
rekapitulasi tersebut diperoleh:

Perbandingan persentase penurunan sisa perkara tahun 2018 dengan

tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Penurunan
Sisa Perkara Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian
Perkara %) %)
- Perdata 4.70% 22.22% 472.81%
2018 | _ pidana 29.00% -290.00% 0%
~ Perdata 4.40% 40.00% 909.09%
2017 | _ pidana 28.00% 72.97% 260.62%
_ Perdata 4.10% ~150.00% 0%
2016 | _ pidana 27.00% 77.27% 286.20%
- Perdata 3.80% 0% 0%
2015 | . pidana 26.00% -18.92% 0%

E



Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase
Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun Perkara eI SIEE
Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan
- Perdata 9 7
2018 . pidana 10 39
- Perdata 15 9
2017 | . pidana 37 10
- Perdata 6 15
2016 | . pidana 44 37
- Perdata 6 6
2015 . pidana 37 44

Grafik Perbandingan Realisasi PersentasePenurunan Sisa PerkaraTahun
2018 dengan Tahun Sebelumnya
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- Realisasi dan capaian kinerja persentase penurunan sisa perkara
perdata dan pidanatahun 2018 menurun.

Perbandingan persentase penurunan sisa perkara tahun 2018 dengan
target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara Jangka Menengah
(2015-2019)

Tujuan Target
. . o Jangka
Uraian Indikator kinerja Menengah
1. Terwujudnya Proses ¢. Persentase penurunan sisa perkara.
Peradilan yang Pasti, - Perdata 5%
Transparan dan - Pidana 30%

Akuntabel
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Realisasi kinerja persentase penurunan sisa perkara tahun 2018 baik
perdata maupun pidana jika dibandingkan dengan target jangka
menengah dapat dikatakan belum tercapai (perdata 22.22%, pidana-
290.00%).

- Analisa menurunnya realisasi dan capaian Kkinerja persentase
penurunan sisa perkara perdata maupun pidana tahun 2018
dikarenakan sisa perkara perdata maupun pidanatahun 2018
terutama di akhir tahun banyak yang belum putus.

Penggunaan sumber daya manusia yang ada dalam hal ini Hakim dan
Panitera Pengganti maupun program/kegiatan penunjang sudah sangat
tepat,penurunan capaian kinerja persentase penurunan sisa perkara
tahun 2018 baik perkara pidana maupun perdata semata-mata perkara
masuk diakhir tahun yang belum bisa putus namun sudah berjelan sesuai
dengan court calendar yang ditetapkan.

d. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Banding, Kasasi dan PK;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Banding, Kasasi dan PK Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum :

Banding
- Perdata 93% 91.49% 98.38%
- Pidana 100% 99.35% 99.35%
Kasasi
- Perdata 95% 95.74% 100.78%
- Pidana 100% 99.68% 99.68%
PK
- Perdata 100% 100.00% 100%
- Pidana 100% 100.00% 100%
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Untuk Rincian capaian indikator Kinerja persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya banding, kasasi dan PK tahun 2018 adalah sebagai
berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator

Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:

/

- Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya banding, kasasi
dan PKperkara perdatatahun 2018 adalah banding93%o, kasasi 95%,
PK 100%, jumlah perkara bandingperdata tahun 2018 adalah 4,
perkara kasasiperdata tahun 2018 adalah 2 perkara, perkara PK
perdata tahun 2018 adalah O perkara, sedangkan jumlah putusan
perkaraperdata tahun 2018 adalah 47 perkara. Berdasarkan rekapitulasi

tersebut diperoleh:




- Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya banding, kasasi
dan PKperkara pidanatahun 2018 adalah banding100%o, kasasi 100%o,
PK 100%, jumlah perkara bandingperdata tahun 2018 adalah 2,
perkara kasasiperdata tahun 2018 adalah 1 perkara, perkara PK
perdata tahun 2018 adalah Operkara, sedangkan jumlah putusan
perkara perdata tahun 2018 adalah 308 perkara. Berdasarkan
rekapitulasi tersebut diperoleh:

N

Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya HukumTahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Realisasi Capaian
Perkara %) %)

Banding

- Perdata
- Pidana
Kasasi

- Perdata

91.49%
99.35%

98.38%
99.35%

95.74% 100.78%
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- Pidana 100% 99.68% 99.68%
PK
- Perdata 100% 100% 100%
- Pidana 100% 100% 100%
Banding
- Perdata 91% 89.80% 98.68%
- Pidana 100% 98.56% 98.56%
Kasasi

2017 - Perdata 92% 100.00% 108.70%
- Pidana 100% 98.97% 98.97%
PK
- Perdata 100% 100% 100%

- Pidana 100% 100% 100%

Banding
- Perdata 89% 83.33% 93.63%
- Pidana 100% 95.24% 95.24%
Kasasi

2016 - Perdata 89% 93.33% 104.87%
- Pidana 100% 97.44% 97.44%
PK
- Perdata 100% 100% 100%
- Pidana 100% 100% 100%
Banding
- Perdata 87% 100.00% 114.94%
- Pidana 100% 95.55% 95.55%
Kasasi

2015 - Perdata 86% 100.00% 116.28%
- Pidana 100% 97.60% 97.60%
PK
- Perdata 100% 100% 100%
- Pidana 100% 100% 100%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase
Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2018 dengan Tahun

Sebelumnya

Tahun Perkara Banding Kasasi PK Perkara Putus

- Perdata 4 2 0 47
2018 . pidana 2 1 0 308

- Perdata 5 0 0 49
2017 | - Pidana 7 5 0 486

- Perdata 3 2 0 30
2016 | . pidana 13 7 0 273

- Perdata 0 0 28
2015 . pidana 13 7 0 292




Grafik Perbandingan Realisasi PersentasePerkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

99.35% 98.56% o5 249%
- 95.55%
100.00% 91.49% 9.80% 100.Cjdikm
80.00% 8333
60.00%
40.00%
20.00%
0.00% Pidana
2018 2017 Perdata

2016
2015

@Perdata mPidana

Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya
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Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum PK Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya
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Realisasi kinerja persentase perkara perdata yang tidak
mengajukan upaya hukum bandingtahun 2018 meningkat (tahun
2017 89.80%, tahun 2018 91.49%). Capaian kinerja persentase
perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum
bandingtahun 2018 menurun (tahun 2017 98.68%, tahun 2018
98.38%).

Realisasi kinerja persentase perkara pidana yang tidak
mengajukan upaya hukum bandingtahun 2018 meningkat (tahun
2017 98.56%, tahun 2018 99.35%). Capaian kinerja persentase
perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum
bandingtahun 2018 meningkat (tahun 2017 98.56%o, tahun 2018
99.35%).

Realisasi kinerja persentase perkara perdata yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasitahun 2018 meningkat (tahun
2017 100%, tahun 2018 95.74%). Capaian kinerja persentase
perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasitahun
2018 menurun (tahun 2017 108.70%0, tahun 2018 100.78%0).
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- Realisasi Kkinerja persentase perkara pidana yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasitahun 2018 meningkat(tahun
2017 98.97%, tahun 2018 99.68%). Capaian kinerja persentase
perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasitahun
2018 meningkat (tahun 2017 98.97%, tahun 2018 99.68%).

- Realisasi dan Capaian kinerja persentase perkara perdata dan
pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PKtahun 2018 dapat
dikatakan meningkat dikarnakanpersentase yang diperoleh 100%.

Perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum tahun 2018 dengan target jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
HukumJangka Menengah (2015-2019)

Tujuan Target
. . o Jangka
Uraian Indikator kinerja Menengah
1. Terwujudnya Proses c. Persentase perkara yang tidak
Peradilan yang Pasti, mengajukan upaya hukum
Transparan dan Banding
Akuntabel - Perdata 96%
- Pidana 100%
Kasasi
- Perdata 98%
- Pidana 100%
PK
- Perdata 100%
- Pidana 100%

Realisasi kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan hukum
Banding tahun 2018 baik perdata maupun pidana jika dibandingkan
dengan target jangka menengah dapat dikatakan belum tercapai (perdata
91.49%, perdata 99.35%).

Realisasi kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan hukum
Kasasi tahun 2018 baik perdata maupun pidana jika dibandingkan




dengan target jangka menengah dapat dikatakan belum tercapai (perdata
95.74%, perdata 99.68%).

Realisasi kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan hukum
PK tahun 2018 baik perdata maupun pidana jika dibandingkan dengan
target jangka menengah dapat dikatakan sudah tercapai (perdata 100%,
perdata 100%).

- Analisa menurun dan meningkatnya realisasi dan capaian
kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum khususnya upaya hukum banding tahun 2018 searah
dengan index kepuasan pencari keadilan atas putusan di
Pengadilan Negeri Kota Agung .

e. Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi;

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Persentase perkara pidana anak yang 4.7% 3.13% 66.49%
diselesaikan dengan diversi

Untuk rincian capaian indikator kinerja persentase perkara pidana anak
yang diselesaikan dengan diversi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rumusan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Indikator
Kinerja Utama tahun 2018 yaitu:




- Target persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
tahun 2018 adalah 4.7%, jumlah perkara pidana anak tahun 2018
adalah 32 perkara, yang diselesaikan dengan diversi tahun 2018 adalah

1 perkara. Berdasarkan rekapitulasi tersebut diperoleh:
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—

Perbandingan persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan

diversitahun 2018 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Perkara
Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2018 dengan Tahun
Sebelumnya.

o Tazg/g)et Rezl/:;asi Cagz;an
2018 4.70% 3.13% 66.49%
2017 4.40% 0% 0%
2016 4.10% 0% 0%
2015 3.80% 0% 0%

Tabel Pendukung Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase
Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2018 dengan
Tahun Sebelumnya

Diselesaikan Dengan

Perkara Anak Diversi
2018 32 '
2017 37 0
2016 26 °
2015 16 0

E




Grafik Perbandingan Realisasi PersentasePerkara Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya
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- Realisasi dan capaian kinerja perkara pidana anak yang
diselesaikan dengan diversitahun 2018 meningkat.

Perbandingan persentase perkara pidana anak yang diselesaikan
dengan diversitahun 2018 dengan target jangka menengah, sebagai
berikut:

Tabel Target Kinerja Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan
dengan diversi Jangka Menengah (2015-2019)

Tujuan Target
’ . o Jangka
Uraian Indikator kinerja Menengah
1. Terwujudnya Proses e. Persentase perkara pidana anak 5%
Peradilan yang Pasti, yang di